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Abstract: Boycotting is a practice that often occurs in business competition, which often involves acts of 
collusion between business actors to curb competition or harm competitors. This article presents a legal 
analysis of business economics regarding the boycott phenomenon in business competition practices. 
Through an in-depth review, this article discusses the concept, types, and impact of boycotts on markets 
and consumers. In addition, this article also reviews various legal aspects related to boycotts, including 
the existing regulatory framework, legal approaches used in handling boycott cases, and challenges in law 
enforcement against this practice. By comprehensively understanding boycotts in business competition 
practices, it is hoped that it can provide a better understanding in efforts to prevent and deal with anti-
competitive practices. 
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Abstrak: Pemboikotan merupakan salah satu praktik yang sering terjadi dalam persaingan usaha, yang 
sering kali melibatkan tindakan-tindakan kolusi antara pelaku usaha untuk mengekang persaingan atau 
merugikan pesaing. Artikel ini menyajikan analisis hukum ekonomi bisnis tentang fenomena pemboikotan 
dalam praktik persaingan usaha. Melalui tinjauan yang mendalam, artikel ini membahas konsep, jenis, 
dan dampak dari pemboikotan terhadap pasar dan konsumen. Selain itu, artikel ini juga mengulas 
berbagai aspek hukum yang terkait dengan pemboikotan, termasuk kerangka regulasi yang ada, 
pendekatan hukum yang digunakan dalam menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam 
penegakan hukum terhadap praktik ini. Dengan memahami secara komprehensif tentang pemboikotan 
dalam praktik persaingan usaha, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam upaya 
mencegah dan menangani praktik-praktik anti-persaingan. 
 
Kata Kunci: Hukum Bisnis; Pemboikotan; Usaha 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:januartaakbar38@gmail.com


Jurnal Analisis Hukum 7(1): 111-115 

112 
 

1. Pendahuluan  
Dalam dinamika kompleks dunia bisnis, persaingan usaha menjadi inti utama dalam 
mengatur interaksi antara pelaku ekonomi. Persaingan yang sehat dan adil diharapkan 
dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan bagi konsumen. Namun, dalam 
kenyataannya, persaingan sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang melanggar 
aturan persaingan usaha. Salah satu praktik yang sering muncul adalah pemboikotan. 
Pemboikotan merupakan strategi yang digunakan oleh sekelompok pelaku usaha untuk 
membatasi atau menghentikan hubungan bisnis dengan pihak-pihak tertentu, dengan 
tujuan untuk merugikan pesaing atau memperoleh keuntungan yang tidak adil. 
Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek hukum dan ekonomi 
yang mendasarinya. Pemahaman yang mendalam tentang pemboikotan dalam praktik 
persaingan usaha menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum, regulator, 
akademisi, dan pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk 
memberikan analisis yang komprehensif tentang fenomena pemboikotan dalam 
konteks hukum ekonomi bisnis 

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam 
tentang pemboikotan dalam praktik persaingan usaha, dengan menggunakan 
pendekatan hukum ekonomi bisnis. Berikut adalah beberapa tujuan khusus dari artikel. 
Pertama, Menganalisis Konsep dan Jenis Pemboikotan: Artikel ini akan mengidentifikasi 
konsep dasar pemboikotan dalam praktik persaingan usaha dan mengulas berbagai jenis 
pemboikotan yang sering terjadi di pasar. Kedua, Meninjau Dampak Pemboikotan: Kami 
akan mengulas dampak dari praktik pemboikotan terhadap pasar, pesaing, konsumen, 
dan masyarakat pada umumnya. Analisis ini akan memberikan pemahaman tentang 
implikasi ekonomi dan sosial dari pemboikotan. Ketiga, Mengeksplorasi Aspek Hukum 
yang Terkait: Artikel ini juga akan mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan 
pemboikotan, termasuk kerangka regulasi yang ada, pendekatan hukum dalam 
menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap 
praktik ini. Terakhir, Memberikan Wawasan bagi Para Pemangku Kepentingan: Melalui 
analisis yang mendalam, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berguna 
bagi para pemangku kepentingan, seperti regulator, praktisi hukum, pelaku usaha, dan 
akademisi, untuk memahami fenomena pemboikotan dan relevansinya dalam konteks 
hukum dan ekonomi bisnis. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penanganan praktik pemboikotan dalam 
persaingan usaha di Indonesia dan di seluruh dunia 
 

2. Metode Penelitian 
Dalam artikel ini, kami menggunakan pendekatan analisis literatur untuk menyelidiki 
fenomena pemboikotan dalam praktik persaingan usaha. Pendekatan ini 
memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang 
konsep, jenis, dampak, dan aspek hukum yang terkait dengan pemboikotan. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
Dalam bab ini, kami akan menyajikan hasil analisis kami terhadap fenomena 
pemboikotan dalam praktik persaingan usaha, dengan menggunakan pendekatan 
hukum ekonomi bisnis. Berikut adalah temuan utama yang kami peroleh dari tinjauan 
kami. Pertama, Konsep Pemboikotan: Pemboikotan dalam praktik persaingan usaha 
dapat didefinisikan sebagai tindakan kolusi antara sekelompok pelaku usaha untuk 
membatasi atau menghentikan hubungan bisnis dengan pihak-pihak tertentu, dengan 
tujuan untuk merugikan pesaing atau memperoleh keuntungan yang tidak adil. Kedua, 
Jenis Pemboikotan: Kami mengidentifikasi beberapa jenis pemboikotan yang sering 
terjadi dalam praktik persaingan usaha, termasuk pemboikotan vertikal, pemboikotan 
horizontal, dan pemboikotan kelompok. Ketiga, Dampak Pemboikotan: Praktik 
pemboikotan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar, pesaing, 
konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Dampaknya dapat berupa penurunan 
persaingan, pembatasan akses pasar, peningkatan harga, dan kerugian bagi konsumen. 
Terakhir, Aspek Hukum yang Terkait: Kami mengeksplorasi aspek hukum yang terkait 
dengan pemboikotan, termasuk kerangka regulasi yang ada, pendekatan hukum dalam 
menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap 
praktik ini. Kami juga membahas peran lembaga pengawas persaingan usaha dalam 
menangani kasus pemboikotan. 

Berdasarkan analisis kami, kami menyimpulkan bahwa pemboikotan merupakan praktik 
yang merugikan dalam persaingan usaha dan memerlukan penanganan yang serius dari 
segi hukum dan regulasi. Penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran 
akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dapat menjadi langkah-langkah penting 
untuk mencegah dan menangani praktik pemboikotan. Dengan demikian, hasil analisis 
kami menyajikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pemboikotan dalam 
praktik persaingan usaha dan relevansinya dalam konteks hukum ekonomi bisnis. 
Temuan ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang 
lebih efektif dalam mencegah dan menangani praktik pemboikotan di masa depan 

Dalam bab ini, kami akan membahas secara mendalam tentang fenomena pemboikotan dalam 
praktik persaingan usaha, dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi bisnis. Kami akan 
menguraikan temuan-temuan utama yang telah kami presentasikan dalam bab hasil 
sebelumnya, dan menjelaskan implikasi serta relevansinya dalam konteks hukum dan ekonomi 
bisnis. Pembahasan ini akan membantu memperdalam pemahaman tentang pemboikotan dan 
memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap isu-isu yang terkait.  

3.1. Konsep Pemboikotan dalam Praktik Persaingan Usaha 

Pemboikotan dalam persaingan usaha merujuk pada tindakan kolusi antara sekelompok 
pelaku usaha untuk membatasi atau menghentikan hubungan bisnis dengan pihak-pihak 
tertentu, dengan tujuan untuk merugikan pesaing atau memperoleh keuntungan yang 
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tidak adil. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami praktik pemboikotan dalam 
konteks hukum dan ekonomi bisnis. Pemboikotan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 
termasuk pemboikotan vertikal antara produsen dan distributor, pemboikotan 
horizontal antara pesaing sejenis, dan pemboikotan kelompok yang dilakukan oleh 
sekelompok pelaku usaha serentak 
 
3.2.  Jenis Pemboikotan dalam Persaingan Usaha 
 
Pemboikotan dalam praktik persaingan usaha dapat mengambil berbagai bentuk, tergantung 
pada sifat hubungan antar pelaku usaha yang terlibat. Pemboikotan vertikal sering kali terjadi 
antara produsen dan distributor, di mana produsen menggunakan kekuatan pasar untuk 
memaksa distributor mematuhi syarat-syarat yang merugikan pesaing. Pemboikotan horizontal 
terjadi antara pesaing sejenis, di mana sekelompok pelaku usaha sepakat untuk tidak berbisnis 
dengan pesaing tertentu atau membatasi akses pasar bagi pesaing tersebut. Sedangkan 
pemboikotan kelompok terjadi ketika sejumlah besar pelaku usaha bekerja sama untuk 
mengisolasi pesaing atau membatasi akses pasar bagi pesaing 
 
3.3.  Dampak Pemboikotan dalam Praktik Persaingan Usaha 
 
Praktik pemboikotan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar, pesaing, 
konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Dampaknya dapat berupa penurunan persaingan 
yang mengakibatkan peningkatan harga dan penurunan kualitas produk atau layanan, 
pembatasan akses pasar yang menghambat masuknya pesaing baru, serta kerugian bagi 
konsumen akibat terbatasnya pilihan produk atau layanan. Selain itu, pemboikotan juga dapat 
menyebabkan distorsi pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
 
 
3.4.  Aspek Hukum yang Terkait dengan Pemboikotan 
 
Aspek hukum yang terkait dengan pemboikotan mencakup kerangka regulasi yang ada, 
pendekatan hukum dalam menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam penegakan 
hukum terhadap praktik ini. Dalam banyak yurisdiksi, pemboikotan diatur oleh undang-undang 
persaingan usaha yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik anti-persaingan yang 
merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Namun, tantangan dalam penegakan hukum 
terhadap pemboikotan sering kali melibatkan kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, 
dan koordinasi antarinstansi. 
 
3.5.  Implikasi dan Relevansi 
 
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemboikotan merupakan praktik yang 
merugikan dalam persaingan usaha dan memerlukan penanganan yang serius dari segi hukum 
dan regulasi. Penting bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat, serta memperkuat kerangka regulasi 
yang ada untuk mencegah dan menangani praktik pemboikotan secara efektif. Selain itu, 
peningkatan kerja sama antar regulator dan lembaga pengawas persaingan usaha juga 
diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang optimal terhadap praktik pemboikotan. 
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Dengan demikian, pembahasan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang 
fenomena pemboikotan dalam praktik persaingan usaha dan relevansinya dalam konteks 
hukum ekonomi bisnis. Analisis ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan 
dan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani praktik pemboikotan di masa 
depan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat, adil, 
dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 
 
4. Kesimpulan 
Dari analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena pemboikotan dalam praktik 
persaingan usaha, dapat disimpulkan bahwa pemboikotan merupakan praktik yang 
merugikan dalam konteks ekonomi dan hukum bisnis. Praktik ini dapat menyebabkan 
penurunan persaingan, pembatasan akses pasar, peningkatan harga, serta kerugian bagi 
konsumen dan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, penanganan pemboikotan 
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan efektif dari segi hukum dan regulasi. 
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